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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Sebagai kebutuhan primer, maka pangan harus  tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam jenisnya dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kebutuhan akan  pangan dapat diperoleh manusia langsung dari  sumber secara  alami tanpa proses dan pangan yang diperoleh sebagai hasil olahan yang disebut produk pangan olahan. Namun demikian, setiap pangan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah dalam kondisi aman dan tidak membahayakan kesehatan. Dilihat dari aspek kesehatan, pangan dinyatakan aman artinya pangan yang sehat. Pangan yang sehat adalah produk pangan yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 

Cemaran biologis pada produk pangan misalnya pangan yang tercemar mikroorganisme (bakteri, jamur dll), serangga dan binatang-binatang yang lebih besar seperti tikus, sedangkan cemaran kimia pada produk pangan adalah yang terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan gas beracun. Suatu produk pangan disebut sehat apabila produk tersebut mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Zat gizi tersebut meliputi unsur makro seperti karbohidrat, protein dan lemak serta unsur mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral. Jumlah zat gizi yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang sudah ditetapkan. Aspek aman dan sehat merupakan bagian dari penilaian mutu Pangan. Produk pangan yang lezat, menarik dan bergizi, bila tidak aman dan tidak layak untuk dikonsumsi menjadi tidak bermanfaat bagi manusia bahkan mengganggu kesehatan. 
Dari aspek agama khususnya agama Islam, pangan yang aman adalah pangan yang halal yaitu halal secara zatnya, halal cara memprosesnya, halal cara penyembelihannya, dan halal cara memperolehnya. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainya termasuk bahan pangan yang diolah melalui prose rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Dengan kata lain produk pangan yang aman dan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari aspek kesehatan dan kenyamanan batiniah.
Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga produk pangan yang halal. Bagi kalangan muslim, dasar hukum wajibnya pangan halal terdapat dalam Al-quran, Surat Al-an’am Ayat 121, 145, Al-Maidah ayat 3 dan 88 serta Al-Baqarah Ayat 173. Bila dilihat secara keseluruhan, maka di dalam Al-Quran tidak kurang dari 18 ayat suci yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram.
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus melaju dengan pesat memberikan dampak yang jelas terhadap produk pangan. Bisa saja suatu produk dinyatakan halal pada saat ini, tetapi beberapa tahun kemudian menjadi tidak halal lagi karena bahan baku yang sama, ada penggantian bahan penolong dalam proses pembuatan berikutnya sehingga menjadikannya sebagai produk yang difatwakan haram. Seperti pada kasus Ajinomoto salah satu merek produk Monosodium Glutamat (MSG) yang merupakan hasil fermentasi dan bioteknologi. Pada proses pengolahannya menggunakan enzim dari babi (porcine protease) dalam salah satu rangkaian produksinya, yaitu salah satu nutrient media untuk pertumbuhan mikroba starter. Pada proses-proses bioteknologi yang melibatkan mikroba, semua media bercampur dengan mikroba dan pada produk yang dihasilkan. Pada waktu membuat starter, jika salah satu nutriennya mengandung komponen turunan yang berasal dari bahan babi maka starter tersebut akan bercampur dengan komponen tersebut. Keharaman disebabkan dua hal yaitu karena bercampur dan memanfaatkan bahan yang berasal dari babi untuk pembuatan pangan.
Genetic Modified Organism (GMO) merupakan salah satu produk teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, dengan tanaman transgeniknya. Dengan teknik ini, maupun teknik kloning, orang bisa memindah- mindahkan gen dari sembarang makhluk dengan sifat yang diinginkan. Dari aspek kehalalan, teknik ini membuka peluang membingungkan masyarakat. Misalkan, gen x yang dapat membuat babi gemuk dan cepat beranak banyak, disisipkan ke kambing atau tanaman (padi misalnya), sehingga produk hasil kloning produktivitasnya berlipat. Dari sisi penyediaan pangan, hal ini berpengaruh sangat positif, namun akankah hal ini menjamin ketentraman masyarakat? Contoh lain penggunaan GMO adalah dalam suatu proses produksi makanan jadi, dapat meningkatkan mutu produk, mengefisiensikan proses, sehingga harga produk menjadi lebih murah dan lebih awet. Hal ini merupakan dampak positif dari penggunaan GMO, tetapi masyarakat harus diberi informasi bahwa produk tersebut halal.

Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, maka manusia tiba pada suatu masa untuk mencari yang terbaik didalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengetahuan menuntun manusia untuk berbuat atau menciptakan produk yang tidak saja aman dari segi fisik, biologis, kimiawi tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta.

Kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha merupakan salah satu kewajiban utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK). Pada prinsipnya UUPK lahir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen terhadap segala bentuk pelanggaran dari produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen termasuk bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat belum memberikan informasi yang tepat. Berdasarkan UUPK, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Untuk itu, pemerintah memandang perlunya suatu perangkat hukum yang melindungi kepentingan konsumen, maka ditetapkanlah UUPK yang diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum didalam bidang perlindungan konsumen.

Penyelenggaraan suatu sistem perlindungan atas pangan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun masyarakat luas yang akan mengkonsumsi pangan tersebut sangat perlu untuk mencapai cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari perlunya landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan. Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang selanjutnya disingkat UUP yang lahir sebagai landasan hukum dan acuan bagi pengaturan pangan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan dibidang pangan maka terbitlah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal  pada Label Makanan.
Keamanan bahan pangan merupakan masalah yang kompleks dan merupakan Interaksi antara toksisitas mikrobiologis, kimiawi, status gizi, kehalalan dan ketentraman batin. Kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi sehingga faktor keamanan pangan dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang dinamis seiring perkembangan peradaban manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Legalisasi halal terhadap setiap produk pangan sangat diperlukan demi terciptanya ketentraman batin masyarakat dalam memilih produk pangan yang dikehendaki. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan legalisasi halal, tidak terbatas pada pemberian instruksi kepada para pengusaha untuk memperoleh sertifikat halal pada produknya, tetapi perlu melalukan pengujian dan pengawasan terhadap setiap produk pangan yang beredar di seluruh wilayah negara kita. Disamping itu, pemerintah juga harus memberikan kebebasan kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait, seperti lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, untuk ikut mengawasi semua produk pangan yang beredar di masyarakat.
Peraturan tentang sertifikasi halal termaktub dalam Pada pasal 30 ayat 1 UUP disebutkan pada ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pada ayat 2 disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, dan tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. Pada ayat 3 diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan.

Sementara, pada UUPK pada pasal 8 ayat 1h disebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘’halal’’ yang dicantumkan pada label. Sehingga jika terdapat produsen yang melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 yang menyatakan; (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasa! 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun, jika produsen tidak mencantumkan label halal maka tidak terdapat sanksi yang melekat padanya.

Selanjutnya pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal  pada Label Makanan pada pasal 2 disebutkan pada label makanan dapat dicantumkan tulisan halal. Pada pasal 3 ayat 2 a disebutkan Produk Makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam. 
Selama ini belum ada lembaga resmi yang mengeluarkan label halal. Kalaupun ada label halal, tapi itu lebih dicantumkan oleh produsen saja. Pernah ada kesepakan antara MUI dan DepKes bawha yang berwenang memberikan label halal itu adalah MUI, namun karena sifatnya yang lisan belum dituangkan dalam bentuk sertifikasi makanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lagipula MUI tidak mempunyai kekuatan eksekusi (pelaksana) apabila ada pengusaha yang tidak mengurus label halal pada produknya.

Prof. Aisyah Girindra, dari LPPOM MUI mengatakan bahwa institusi ini hanya mengeluarkan sertifikat halal, tidak pada masalah label halal. Adapun pelabelan halal mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Produsen dapat mencantukan label halal pada produknya berdasarkan rekomendasi dari LPPOM MUI. Pada label dapat dituliskan nomor sertifikat yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Dalam ketentuan UUP, UUPK, dan KepMen menekankan adanya pencantuman label halal, namun sebelumnya ada syarat yang harus di tempuh oleh sebuah perusahaan produk pangan, yaitu dengan cara memperoleh sertifikat halal dengan cara mendaftarkan produknya untuk diaudit halal. Produsen dapat mencantukan label halal pada produknya berdasarkan rekomendasi dari LPPOM MUI. Pada label dapat dituliskan nomor sertifikat yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Kesadaran para pengusaha produk makanan maupun minuman untuk memperoleh sertifikat halal pada produknya lebih disebabkan pada realitas banyaknya konsumen umat Islam. Masalah ini yang selanjutnya memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan label halal, tanpa prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, kosmetika dan Makanan Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM-MUI berdasarkan UUP dan Undang-undang UUPK. Legalisasi Halal yang berupa Sertifikat Halal terhadap suatu produk pangan bukan sekedar jaminan terhadap ketentraman konsumen, tetapi juga jaminan bahwa produknya akan semakin dibutuhkan oleh konsumen.
Untuk mendapatkan produk pangan yang halal, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah. LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. 

Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.

Kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetika perlu mendapat sertifikasi dari LPPOM MUI. Kehalalan produk pangan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yakni tidak mengandung bahan atau unsur pangan yang diharamkan oleh Islam seperti tercampur babi atau produk turunannya. Produk tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi pemakainya karena Islam mengharamkan segala jenis pangan yang terbukti merusak kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung, terkecuali dalam keadaan darurat. 

Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk setiap produk makanan dan minuman yang dijual kepada masyarakat sudah merupakan jaminan, sehingga di masyarakat tidak timbul kecurigaan dan tanda tanya terhadap kandungannya. Sertifikasi halal mutlak dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan masyarakat akan kemungkinan adanya bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong yang tidak halal dalam suatu produk yang dijual.

Peran dari Pemerintah sangat penting terutama dalam melakukan pengawasan, hal ini tercantum dengan jelas baik dalam UUPK. Pengawasan dilakukan dengan cara yang tepat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sehingga terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan menghindari dari tindak tanduk para pelaku usaha sekarang, yang masih sering mementingkan keuntungan pribadi  dengan memasang label yang tidak benar pada pangan yang dijualnya maupun dengan memberikan iklan yang menyesatkan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap sertifikasi halal pada produk pangan yang diberlakukan oleh LPPOM-MUI. Penelitian ini dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul ”Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Lampung)”.
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiamana sertifikasi halal pada produk panagan yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Untuk itu, pokok bahasannya adalah:
1. Syarat-syarat sertifikasi halal produk pangan;

2. Prosedur sertifikasi halal produk pangan;
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:
1. Syarat-syarat sertifikasi halal produk pangan;
2. Prosedur sertifikasi halal produk pangan;
D. Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu:
1. Kegunaan Teoritis
a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum    Keperdataan, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen;

b. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang aturan penggunaan sertifikat halal sebagai sertifikat pada produk makan olahan dan pemahaman bagi produsen untuk memberikan informasi tentang cara memperoleh sertifikat halal;

c. Sebagai sumber informasi tentang upaya perlindungan hukum bagi konsumen akibat sertifikasi halal pada produk makanan olahan.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan Peneliti mengenai hukum perlindungan konsumen akibat sertifikasi halal pada produk makanan olahan.

b. Sumber bacaan, referensi, dan sumber informasi bagi masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kepemilikan sertifikat halal sebagai jaminan produk pangan.

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.


II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Produk Pangan 
1. Pengertian Pangan
Menurut ketentuan  Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan yang selanjutnya disingkat UUP, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. 

Menurut Bayu Krisnamurthi (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_ 19/artikel_4.htm, diakses pada tanggal 15 Juni 2010 pukul 15:06 wib). Pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia, Karenanya hak atas pangan menjadi bagian sangat penting dari hak azasi manusia
Berdasarkan pengertian pangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pangan adalah faktor utama penunjang kehidupan manusia, yang bersumber dari alam yang dapat dikonsumsi baik langsung maupun dengan tahapan proses produksi. Pangan dibutuhkan manusia untuk hidup. Pangan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia.
2. Jenis Produk Pangan
Pangan dibedakan atas pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji (waras love.blogspot.com/2009/02/pengertian-pangan.html diakses pada tanggal 15 Juni 2010 pukul 10:00 wib), sebagai berikut:

a. Pangan segar
Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar. 
b. Pangan olahan tertentu
Makanan / pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
c. Pangan siap saji
Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
3. Kategori Produk Pangan
Indonesia yang mempunyai kekayaan yang luar biasa dibidang pangan. Sumber daya alamnya sangat berpotensi dikembangkan menjadi pangan apa saja. Bermacam-macam produk pangan yang ada di Indonesia kemudian digolongkan berdasarkan kategori-kategorinya oleh pemerintah, dalam hal ini wewenang berada pada pihak Instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah membuat peraturan untuk kategori produk pangan. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI no. HK. 00.05.52.4040 tentang kategori pangan terdapat 16 kategori pangan di Indonesia yang perlu kita ketahui, yaitu 

1. Produk-produk susu dan analognya, kecuali kategori no.2

2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak

3. Es untuk dimakan (dible ice, termasuk sherbet, dan sorbet).

4. Buah dan Sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian

5. Kembang gula/ permen dan coklat

6. Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang dan empulur (Bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakteri dari kategori no.7 dan tidak termasuk kacang dari kategori no.4

7. Produk bakeri

8. Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan.

9. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krstase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil.

10. Telur dan produk-produk telur.

11. Pemanis, termasuk madu.

12. Garam, rempah, sup, saus, salah, produk protein.

13. Produk pangan untuk keperluan khusus.

14. Minuman, tidak termasuk produk susu.

15. Makanan ringan siap santap.

16. Pangan campuran (komposit), tidak termasuk pangan dari kategori no.1 sampai no.15

B. Sertifikasi Halal

1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal 

Dasar hukum yang terkait sertifikasi:

a. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

b. UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen;
c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal  pada Label Makanan;
d. Fatwa MUI.
2. Pengertian Sertifikasi Halal

Menurut ketentuan LPPOM MUI dalam Panduan Jaminan Halal, Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal suatu produk dikeluarkan setelah diputuskan dalam sidang Komisi Fatwa MUI yang sebelumnya berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu (www.halalmui.org diakses pada tanggal 8 Mei 2010 pukul 16:00 wib) :
a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
b. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam;
c. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam;
d. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar;
e. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari’at Islam.
C. LPPOM-MUI

1. Pengertian LPPOM-MUI

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LP POM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan kosmetika.
Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.

LP POM MUI telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi–diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu Syari’ah, dan kunjungan–kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam perjalanannya LPPOM MUI telah mengalami 3 periode kepengurusan. Periode pertama dipimpin oleh Dr Ir M Amin Aziz yang memegang tampuk kepemimpinan LPPOM MUI sejak berdiri tahun 1989 hingga tahun 1993. Periode kedua adalah kepengurusan di bawah pimpinan Prof Dr Aisjah Girindra, yang memegang amanah dari tahun 1993 hingga tahun 2006. Periode kepengurusan 2006-2011 dipegang olah Dr. Ir .H.M Nadratuzzaman Hosen. Adapun dalam kepengurusan dilampung, sejak awal dibentuk pada Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2010 ini pimpinanya adalah Drs. H. Azhari Rangga, M.App.Sc.
2. Status dan Kewenangan LPPOM-MUI

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis. Sehingga, harus diberikan oleh lembaga yang memiliki kompetensi memberikan fatwa, dan yang kompeten memberikan fatwa adalah MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menjelaskan status kehalalan suatu produk. Fatwa ini harus dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk menetapkan fatwa yaitu MUI. Sertifikasi halal yang dilakukan MUI adalah cara masyarakat untuk mengkoreksi atau mengawasi produsen sebelum produknya beredar di masyarakat karena masyarakat tidak berwenang mengawasi produk yang beredar. Status dan kedudukan hukum LPPOM MUI adalah sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia (www.pkesinteraktif.com diakses pada tanggal 2 Juni 2010).

D. Kerangka Pikir



             







                                               



    

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diuraikan kerangka pikir sebagai berikut:

Berkembangnya Produk Pangan di Indonesia yang sedemikian pesat mendorong pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pangan nasional dengan menerbitkan UU Pangan ,UUPK yang menjadi dasar dibuatnya peraturan-peraturan lebih khusus mengenai produk pangan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal  pada Label Makanan. Untuk mendapatkan produk pangan yang halal, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah. LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia
Peraturan-peraturan tersebut merupakan payung hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha dan dibuat peraturan tersebut tidak lepas dari tujuan untuk melindungi konsumen pengguna produk pangan bersertifikat halal. Peraturan-peraturan tersebut harus relevan dengan UUP yang melindungi masyarakat secara umum dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa, tidak terkecuali produk pangan bersertifikat halal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen produk bersertifikat halal.


III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action  pada peristiwa hukum tertentu  yang terjadi dalam masyarakat.implementasi secara in action merupakan fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau piahak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action tersebut diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatif jelas, tegas, dan lengkap (Abdulkadir Muhammad, 2004: 134).

Berdasarkan pengertian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji dan menelaah ketentuan-ketentuan normatif sebagai sumber hukum menangani masalah pangan dan sertifikasi khususnya dalam masalah sertifikasi halal produk pangan. Ketentuan normatif yang dimaksud adalah UU Pangan, KepMen, Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta didukung literatur, dan dokumen. Sedangkan penelitian empiris adalah pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif dalam praktik proses sertifikasi halal sebagai sahnya produk pangan dinyatakan halal bagi konsumen.
B. Tipe Penelitian
Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa tipe penelitian deskritif yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yurudis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50).

Menurut teori di atas, bahwa tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian digunakan untuk mengambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang kriteria makanan yang halal, syarat dan prosedur sertifikasi halal produk pangan serta pengawasan LPPOM-MUI.
C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan secara normatif terapan (applied law approach), yaitu penerapan ketentuan hukum normatif dalam proses sertifikasi halal pada produk pangan dan mengkaji tentang sertifikasi halal pada produk pangan, literatur-literatur ilmu hukum serta dokumentasi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang menjadi objek penelitian. Untuk menggunakan pendekatan normatif-terapan, peneliti lebih dahulu telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian.
D. Data dan Sumber Data
Sumber data adalah tempat atau asal data itu diperoleh. Data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

1.  Data primer, yaitu: data yang bersumber dari kenyataan dan keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan pada Bpk. Refliyanto selaku Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, makanan, dan kosmetik (LPPOM-MUI) Provinsi Lampung.
2.  Data sekunder, yaitu:  data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur–literatur terkait yang menjadi tolak ukur terapan. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer meliputi :

(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
(2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
(3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal  pada Label Makanan;

(4) Fatwa MUI.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur–literatur yang menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian meliputi buku-buku ilmu hukum serta data– data yang diperoleh dari tempat kejadian.
c. Bahan hukum tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku penelitian hukum.

E. Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum

2. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti  hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum

3. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan serta wawancara yang telah penulis tentukan. 
F. Metode Pengolahan Data
Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud melalui, tahapan-tahapan sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan data (editing), Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

(2) Sistematis data (systematizing), Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.


IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Sertifikasi Halal Produk Pangan
Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu diisyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal (www.halalmui.org diakses pada tanggal 8 Mei 2010 pukul 16:00 wib):
1. Produsen menyiapkan satu sistem jaminan halal (halal system). Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen produsen. Dalam pelaksanaannya sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (quality manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut;
2. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (Standard Operating Procedure) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaannya yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal.
3. Produsen melakukan pemeriksaan (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem. halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk melaksanakan  pemeriksaan, perusahaan mengangkat seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam.
Dalam penerapan Sistem Jaminan Halal dalam Uraian Panduan Halal didapat beberapa syarat Kriteria Makanan Halal. Pada dasarnya ada tiga jenis kategori bahan makanan dan minuman yang diharamkan yaitu minuman yang memabukkan, produk hewani (bagian yang dapat dimakan dari babi, bagian yang dapat dimakan dari hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam, darah, bangkai dan turunan dari bahan-bahan yang berasal dari produk hewani, sebagai contoh asam stearat yang berasal dari lemak babi), dan bahan tambahan makanan yang mengandung unsur-unsur bahan yang termasuk kedalam kategori keduanya.  
Selain kategori diatas MUI juga memfatwakan untuk beberapa bahan, baik itu bahan produk pangan maupun bahan kritis. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal, perusahaan perlu mengetahui dan menentukan titik-titik kritis keharaman produk. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan-tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Adapun bahan kritis  yang difatwakan oleh MUI dalam Panduan Halal adalah:
1. Khamr
a. Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebagai khamr. 

b. Minuman yang mengandung minimal 1 % ethanol, dikategorikan sebagai khamr.

c. Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis.

d. Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari 1 % ethanol, tidak dikategorikan khamr tetapi haram untuk dikonsumsi.

2. Ethanol

a. Ethanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis atau suci. 

b. Penggunaan ethanol yang berasal dari industri non khamr di dalam produksi pangan diperbolehkan, selama tidak terdeteksi pada produk akhir. 

c. Penggunaan ethanol yang berasal dari industri khamr tidak diperbolehkan.

3. Hasil Samping Industri Khamr

a. Fusel oil yang berasal dari hasil samping industri khamr adalah haram dan najis.

b. Komponen bahan yang diperoleh dari industri khamr melalui pemisahan secara fisik adalah haram (contohnya iso amil alkohol), tetapi apabila direaksikan untuk menghasilkan bahan baru, bahan baru tersebut adalah halal.

4. Flavor Yang Menyerupai Produk Haram

Flavor yang menggunakan nama dan mempunyai profil sensori produk haram, contohnya flavor rum, flavor babi, dan lain-lain, tidak bisa disertifikasi halal serta tidak boleh dikonsumsi walaupun ingredien yang digunakan adalah halal.

5. Produk Mikrobial

Produk mikrobial adalah halal selama ingredien medianya (mulai dari media penyegaran hingga media produksi) tidak haram dan najis.

6. Penggunaan Alat Bersama

Bagi industri yang memproduksi produk halal dan non halal maka untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang, pemisahan fasilitas produksi harus dilakukan mulai dari tempat penyimpanan bahan, formulasi, proses produksi dan penyimpanan produk jadi. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian.
MUI juga memfatwakan untuk beberapa bahan kritis hewani seperti:

1. Daging

Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik kritis proses penyembelihan adalah sebagai berikut :

a. Penyembelih (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan syariat Islam sehari-hari).

b. Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih).

c. Peralatan/pisau (harus tajam)

d. Proses pasca penyembelihan (hewan harus benar-benar mati sebelum proses selanjutnya dan darah harus keluar secara tuntas).

Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:

a. Harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari lembaga yang diakui LP POM MUI.

b. Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya (kesehatan, dan sebagainya).

c. Harus ada kecocokan antara sertifikat halal dengan dokumen lain.

d. Harus ada kecocokan antara dokumen dengan fisik (kemasan, label, dan lain-lain)

e. Harus ada kecocokan nomor lot, plant number, tanggal penyembelihan, dan sebagainya.

2. Bahan Turunan Hewani

Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan berasal dari darah dan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini disampaikan contoh –contoh bahan turunan hewani atau mungkin berasal dari turunan hewani :

a. Lemak

b. Protein

c. Gelatin

d. Kolagen

e. Asam lemak dan turunannya (E430-E436)

f. Garam atau ester asam lemak (E470-E495)

g. Gliserol/gliserin (E422)

h. Asam amino (contoh : sistein, fenilalanin, dan sebagainya)

i. Edible bone phosphate (E521)

j. Di/trikalsium fosfat

k. Tepung plasma darah

l. Konsentrat globulin

m. Fibrinogen

n. Media pertumbuhan mikroba (contoh : blood agar)

o. Hormon (contoh : insulin)

p. Enzim dari pankreas babi/sapi (amilase, lipase,pepsin, tripsin)

q. Taurin

r. Plasenta

s. Produk susu, turunan susu dan hasil sampingnya yang diproses menggunakan enzim (contoh: keju, whey, laktosa, kasein/kaseinat)

t. Beberapa vitamin (contoh: vitamin A, B6, D, E)

u. Arang aktif

v. Kuas

3. Bahan Nabati

Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan bahan tambahan dan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu perlu diketahui alur proses produksi beserta bahan tambahan dan penolong yang digunakan dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini disampaikan beberapa contoh bahan nabati yang mungkin menjadi titik kritis:

a. Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2, asam folat.

b. Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan emulsifier (contoh: polysorbate/tween & glyceril monooleat yang mungkin berasal dari hewan), supaya dalam larut air.

c. Lesitin kedelai mungkin menggunakan enzim fosfolipase dalam proses pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.

d. Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) perlu diperhatikan jika proses hidrolisisnya menggunakan enzim.

4. Produk Hasil Samping Industri Minuman Beralkohol dan Turunannya
Produk/bahan hasil samping industri minuman beralkohol beserta turunannya berstatus haram jika cara memperolehnya hanya melalui pemisahan secara fisik dan produk masih memiliki sifat khamr. Akan tetapi jika bahan/produk tersebut direaksikan secara kimiawi sehingga menghasilkan senyawa baru, maka senyawa baru yang telah mengalami perubahan kimiawi statusnya menjadi halal. Beberapa

contoh produk hasil samping industri minuman beralkohol dan turunannya yang merupakan titik kritis :

a. Cognac oil (merupakan hasil samping distilasi cognac/brandy)

b. Fusel Oil (merupakan hasil samping distilled beverages) dan turunannya seperti isoamil alkohol, isobutil alkohol, propil alkohol, gliserol, asetaldehid, 2,3 butanadiol, aseton dan diasetil dan sebagainya).

c. Brewer yeast (merupakan hasil samping industri bir)

d. Tartaric Acid (hasil samping industri wine)
5. Produk Mikrobial

Status produk mikrobial dapat menjadi haram jika termasuk dalam kategori berikut :

a. Produk mikrobial yang jelas haram, yaitu produk minuman beralkohol (khamr) beserta produk samping dan turunannya.

b. Produk mikrobial yang menggunakan media dari bahan yang haram pada media agar, propagasi dan produksi. Contoh media yg haram atau diragukan kehalalannya diantaranya : darah, pepton (produk hasil hidrolisis bahan berprotein seperti daging, kasein atau gelatin menggunakan asam atau enzim),

c. Produk mikrobial yang dalam proses pembuatannya melibatkan enzim dari bahan yang haram.

d. Produk mikrobial yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan penolong yang haram. Contohnya adalah penggunaan anti busa dalam kultivasi mikroba yang dapat berupa minyak/lemak babi, gliserol atau bahan lainnya.

Produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen yang berasal dari bahan yang haram. Contohnya adalah sebagai berikut :

a. Enzim amilase dan protease yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisae rekombinan dengan gen dari jaringan hewan.

b. Hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli rekombinan dengan gen dari jaringan pankreas babi.

c. Hormon pertumbuhan (human growth hormone) yang dihasilkan oleh E. coli rekombinan.
6. Bahan-Bahan Lain

Selain kelompok bahan-bahan di atas, berikut ini adalah contoh bahan/kelompok bahan lain yang belum sering menjadi titik kritis.

a. Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam aspartat)

b. Pewarna alami

c. Flavor

d. Seasoning

e. Bahan pelapis vitamin

f. Bahan pengemulsi dan penstabil

g. Anti busa

h. Dan lain-lain

Standar Umum Halal Untuk Bahan meliputi Tidak  mengandung babi atau turunan babi, tidak mengandung minuman beralkohol ( khamr ) dan turunannya, Semua bahan dari hewan harus dari hewan halal dan disembelih sesuai aturan Islam (dibuktikan dengan sertifikat halal), Tidak mengandung bahan haram seperti bangkai, darah dan bagian dari tubuh manusia. 
Sesuai ketentuan MUI, masa berlaku Sertifikat Halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen  Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Oleh karena itu LPPOM MUI mewajibkan perusahaan untuk menyusun suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH) dan terdokumentasi sebagai Manual SJH. Manual ini disusun oleh produsen sesuai dengan kondisi perusahaannya.

Tujuan penyusunan dan penerapan SJH di perusahaan adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.

B. Prosedur Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LPPOM MUI Lampung Bpk. Refliyanto, industri yang yang berlaku untuk pendaftaran sertifikasi halal dibagi 3, berikut ketentuan untuk pendaftaran yang berlaku bagi Industri Pengolahan, Restoran dan Katering, dan juga Rumah Potong Hewan.
1. Industri Pengolahan

a. Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan atau yang memiliki merek atau brand yang sama

b. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan
c. Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.

2. Restoran dan Katering

a. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.

b. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
3. Rumah Potong Hewan
Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.
Menurut ketentuan Panduan Sertifikasi Halal, setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan :

a. Spesifikasi dan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses dilakukan sesuai dengan hukum Islam;
b. Bahan yang berasal dari hewani atau bagiannya maka harus dilampiri dengan surat keterangan dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang menjelaskan bahwa pemotongan hewan dilakukan sesuai dengan hukum Islam;
c. Sistem halal termasuk panduan halal dan prosedur baku pelaksanaan, bahan, serta dokumen lain yang dapat mendukung kehalalan produknya.
Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. Tim Auditor LPPOMMUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran‑lampirannya dikembalikan ke LPPOMMUI dan diperiksa kelengkapanya. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratoirum dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LP POM MUI. Jika memenuhi syarat, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan pada rapat Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa MUI) untuk diputuskan status kehalalannya;
Sidang Komisi Fatwa dapat menolak suatu produk jika belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Perusahaan yang produknya telah mendapatkan Sertifikat Halal, harus mengangkat  Auditor Halal Internal untuk mengawasi sistem produk halal pada produk mereka sebagi bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan pada proses produksinya, Auditor  Halal Internal diwajibkan segera melapor untuk mendapat persetujuan atau tidak keberatan atas penggunaannya. Bila ada perusahaan yang terkait dengan produk halal hasil dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh Auditor Halal Internal.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris LPPOM MUI bpk Refliyanto, S.Pd. didapat tahapan pendaftarannya adalah sebagai berikut:

a. Mengisi Formulir yang disediakan. Bisa dilakukan di kantor sambil membawa berkas berkas lainnya sesuai point selanjutnya;

b. Surat surat izin usaha, misalnya : keterangan domisili, dokumen usaha (CV atau PT) surat izin dinkes, PIRT, dan lain-lain namun jika belum bisa dilampirkan, bisa menyusul;

c. Fotokopy KTP pemilik perusahaan atau direktur;

d. Kelengkapan syarat syarat halal jika sudah mempunyai, misalnya : sertifikat halal ayam dan daging bagi katering atau sertifikat halal bahan tambahan makanan misal nya pewarna pengawet dan lain-lain;

e. Pas Foto 3 X 4 warna 2 lembar bagi pemilik;

f. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur LPPOM MUI dilampiri materai 6000 yang ditandatangani pemilik usaha atau direktur.

g. Bea sertifikat halal sebesar Rp. 200.000,‑ s/d Rp. 1.000.000,- diberikan setelah sertifikat halal jadi atau selesai.

Setelah berkas masuk pemohon  menunggu panggilan untuk diaudit oleh auditor LPPOM MUI ke tempat usaha pemohon  pada waktu yg disepakati bersama. 

1. Tata Cara Pemeriksaan (Audit) di Lokasi Produsen (Perusahaan)
a. Surat resmi akan dikirim oleh LP POM MUI ke perusahaan Yang akan diperiksa, yang memuet jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.

b. LP POM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi:

(1)  Nama ketua tim dan anggota tim 
(2)  Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan

c. Pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) keperusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsug, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.
d. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

(1) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal);
(2) Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi  serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan;
(3) Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan  bahan, produksi, pengemasan dan  penggudangan serta penyajian untuk restoran atau catering atau outlet;
(4)  Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol, dan yang dianggap perlu;
(5) Pemeriksaan kuitansi pembelian barang;
(6) Pemeriksaan gudang.
Audit akan dilakukan pada dapur yang sedang berproduksi. Auditor yg akan hadir biasanya 2 – 3 orang tergantung besarnya jenis usaha yg akan diaudit, dan auditor membawa surat tugas dan tanda pengenal auditor. Pada saat pelaksanaan audit, pemilik usaha di harapkan untuk menjemput auditor ke kantor LPPOM MUI dan kemudian setelah pekerjaan audit dilakukan auditor, kemudian pemilik usaha akan mengantar auditor kembali ke kantor LPPOM MUI. Klasifikasi jenis usaha (besar atau kecil atau menengah) akan diketahui langsung di lapangan oleh auditor berdasarkan pantauan auditor dan berdasarkan berkas usaha yg terlampir.
2.  Masa Berlaku Sertifikat Halal
a. Sertifikat Halal berlaku selama dua tahun. Untuk daging yang diekspor keterangan halal diberikan untuk setiap kali pengapalan;
b. Tiga. bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan;
c. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali ke LP POM MUI untuk audit kembali mendapatkan Sertifikat Halal yang baru;
d. Produsen yang tidak memperbaharui Sertifikat Halal tidak diizinkan lagi menggunakan Sertifikat tersebut dan akan diumumkan di berita resmi LP POM MUI yaitu Jurnal Halal LP POM MUI;
e. Jika Sertifikat hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LP POM MUI untuk memperoleh penggantinya;
f. Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya;
g. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI bersifat final kecuali adanya illat (pertimbangan syar'i) yang baru.
3. Biaya untuk Memeperoleh Sertifikat Halal
Biaya untuk memperoleh sertifikat halal ditentukan berdasarkan:

a. Besar kecilnya perusahaan yang indikatornya adalah kapasitas atau jumlah produknya;

b. Seberapa luas jaringan pemasarannya;

c. Tingkat kerumitan dalam pemeriksaan;

d. Teknologi yang digunakan.

Secara nominal, jumlah biaya sertifikasi (saat ini) berkisar antara Rp. 200.000,‑ s/d Rp. 1.000.000,- Bagi usaha kecil yang tak mampu, atau usaha non profit dimungkinkan untuk bebas biaya. Biaya transportasi, petugas, dan penginapan (bila perlu), ditanggung oleh produsen yang mengajukan permohonan.

Jika proses audit sudah dilakukan, dan biaya sudah ditransfer, berkas akan disidangkan oleh komisi fatwa MUI, dan setelah dinyatakan halal oleh sidang, sertifikat halal sudah bisa dicetak dan pemilik usaha akan diundang untuk hadir mendapatkan penjelasan seputar komitmen menjaga agar usaha nya tetap halal serta serah terima sertifikat halal. Proses tersebut biasanya memakan waktu lebih kurang 2 minggu atau 14 hari kerja sejak di audit. Pemilik usaha akan mendapatkan sertifikat serta stiker logo halal MUI.

4. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal
a. Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi kembali formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor LP POM MUI Pusat, Masjid Istiglal Ruang 25, 31. Taman Wijayakusuma Jakarta Pusat, atau di kantor LP POM MUI Propinsi Lampung-Jln Soekarno Hatta, kompleks Islamic center bagi produk lokal Lampung;

b. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk;
c. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, serta jenis dan pengelompokan produk harus diinformasikan dan dinyatakan ke LP POM MUI;
d. Perusahaan yang memperpanjang masa berlaku sertifikat akan diperlakukan seperti semula pada waktu proses sertifikat periode sebelumnya;
e. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang bagan alir proses, spesifikasi, dan bukti pembelian bahan yang dipakai.
5. Prosedur Pengembangan Produk atau Perubahan Jenis atau Bahan
a. Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang Sertifikat Halal MUI harus dilaporkan kepada LP POM MUI;
b. Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah bersertifikat halal MUI, produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur Sertifikat Halal yang berlaku;
c. Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapat Sertifikat Halal MUI, wajib diinformasikan kepada LP POM MUI. Informasi tersebut berisi data tambahan dan nama produk dan dilengkapi dengan spesifikasi dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh LP POM MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya.
6. Audit LPPOM-MUI

Menurut ketentuan LP POM MUI Sistem pengauditan dilakukan dengan cara:

1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI;
2. Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP POM MUI dan Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikasi Halal;
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.

Implementasi SJH adalah berdasarkan penilaian, Prinsip penilaian atas dokumentasi dan implementasi SJH diperusahaan adalah:
1. Mengikuti semua ketentuan LPPOM MUI;
2. Memenuhi semua persyaratan administrasi;
3. Sesuai dengan prinsip-prinsip SJH;
4. Kecocokan antara manual dan implementasi;
5. Kemampuan sistem dalam menjamin kehalalan.
Penilaian atas dokumentasi dan implementasi SJH perusahaan meliputi:

1. Ketersediaan Dokumen (sesuai persyaratan dalam proses sertifikasi halal);
2. Penilaian kecukupan dan kesesuaian Manual SJH (On Desk Appraisal);
3. Audit Lapangan (Implementasi);
4. Evaluasi dan penilaian dalam Rapat Auditor;
5. Kategorisasi pelaksanaan SJH.
Kriteria sebuah produsen siap untuk dilakukan audit implementasi SJH:

1. Memiliki Manual SJH standard;
2. Memiliki Tim Auditor Halal Internal dan mengimplementasikan SJH sedikitnya selama 6 bulan;
3. Telah melakukan audit internal SJH;
4. Telah menyerahkan minimal 3 kali laporan berkala pada masa waktu SJH sebelumnya (untuk perpanjangan).
Setelah dilakukan audit implementasi SJH di perusahaan, maka LPPOM akan memberikan hasil penilaian atas kinerja pelaksanaan SJH di perusahaan. Kategorisasi penilaian adalah sebagai berikut:

1. Baik ( A ), jika pencapaian (achievement) telah mencapai 90% - 100%;
2. Cukup ( B ), jika pencapaian (achievement) baru mencapai 80% - 90%;
3. Kurang ( C ), jika pencapaian (achievement) baru mencapai 70% - 80%;
4. Tolak ( D ) jika pencapaian (achievement) berada dibawah 70%.
Hasil penilaian pelaksanaan SJH akan diberikan kepada perusahaan oleh LPPOM MUI dalam bentuk Status SJH dan Sertifikat SJH. Status SJH akan diterbitkan setelah pelaksanaan audit SJH, sedangkan sertifikat SJH akan diterbitkan jika perusahaan telah mendapatkan Status SJH dengan kategori A dua kali berturut-turut. Masa berlaku Sertifikat SJH 1 tahun, Jika perusahaan dapat menjaga kesinambungan sertifikat SJH selama 3 kali berturut-turut, pada perpanjangan sertifikat halal berikutnya, tidak diperlukan audit di lokasi sepanjang tidak ada

perubahan bahan, teknologi proses atau pabrik. Audit dilakukan hanya pada aspek administrasi/dokumentasi. Pada tahap ini masa berlaku sertifikat SJH adalah dua tahun dan akan dievaluasi untuk perpanjangannya.


V. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa standar umum halal untuk bahan meliputi tidak  mengandung babi atau turunan babi, tidak mengandung minuman beralkohol ( khamr ) dan turunannya, Semua bahan dari hewan harus dari hewan halal dan disembelih sesuai aturan Islam (dibuktikan dengan sertifikat halal), Tidak mengandung bahan haram seperti bangkai, darah dan bagian dari tubuh manusia.
2. Bahwa sertifikasi halal dilakukan melalui suatu tatapan tertentu dengan memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Syarat yang harus dipenuhi oleh produsen yang akan mengajukan label halal atas produknya antara lain Produsen menyiapkan satu sistem halal (halal system) yang didokumentasikan secara jelas dan diuraikan dalam bentuk panduan halal (quality manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (Standard Operating Procedure) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin. Produsen melakukan pemeriksaan (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem. halal yang menjamin kehalalan produk yang dilakukan oleh seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam.

Adapun tahapan  pendaftarannya adalah sebagai berikut:

a. Mengisi Formulir yang disediakan. Bisa dilakukan di kantor sambil membawa berkas berkas lainnya sesuai point selanjutnya;

b. Surat surat izin usaha, misalnya : keterangan domisili, dokumen usaha (CV atau PT) surat izin dinkes, PIRT, dan lain-lain namun jika belum bisa dilampirkan, bisa menyusul;

c. Fotokopy KTP pemilik perusahaan atau direktur;

d. Kelengkapan syarat syarat halal jika sudah mempunyai, misalnya : sertifikat halal ayam dan daging bagi katering atau sertifikat halal bahan tambahan makanan misal nya pewarna pengawet dan lain-lain;

e. Pas Foto 3 X 4 warna 2 lembar bagi pemilik;

f. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur LPPOM MUI dilampiri materai 6000 yang ditandatangani pemilik usaha atau direktur.

g. Uang Pendaftaran sebesar Rp. 200.000,‑ s/d Rp. 1.000.000,- (untuk saat ini).

Setelah berkas masuk pemohon  menunggu panggilan untuk diaudit oleh auditor LPPOM MUI ke tempat usaha pemohon  pada waktu yg disepakati bersama. 
3. Sistem pengauditan dilakukan dengan cara perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.
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